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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan berbasis elektronik dan berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi kebijakan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan 

perubahan terhadap ketentuan penyelenggaraan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan 

pemerintah daerah yang telah ditetapkan;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 

18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   

SALINAN 
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2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);  

4.  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 18);   

  
  

WALI KOTA BONTANG 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.  
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Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 

Bontang Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:   

    

  1.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 5 

   (1)  Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE dengan 

berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.  

   (2)  Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat:  

      a.  referensi arsitektur; dan  

      b.  domain arsitektur.  

   (3)  Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:  

      a.  domain arsitektur Proses Bisnis;  

      b.  domain arsitektur data dan Infromasi;  

      c.  domain arsitektur Infrastruktur SPBE;  

      d.  domain arsitektur Aplikasi SPBE;  

      e.  domain arsitektur Keamanan SPBE; dan  

      f.  domain arsitektur Layanan SPBE.  

   (4)  Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.  

   (5)  Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh:  

      a.  unit kerja yang membidangi organisasi pada Sekretariat 

Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan 

Layanan SPBE;  
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      b.  Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, 

penelitian dan pengembangan untuk domain arsitektur 

data dan Informasi; dan  

      c.  Dinas untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur 

Infrastruktur SPBE, dan arsitektur Keamanan SPBE.  

   (6)  Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  

   (7)  Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi 

pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang 

terintegrasi dengan instansi pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah.  

   (8)  Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur 

SPBE Nasional, Wali Kota melalui Tim Koordinasi SPBE 

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang aparatur negara.  

   (9)  Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan 

tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan.  

   (10)  Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilakukan berdasarkan:  

      a.  perubahan Arsitektur SPBE Nasional;  

      b.  hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah 

Daerah;  

      c.  perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; 

atau  

      d.  perubahan RPJMD.  

   (11)  Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilakukan oleh Wali Kota melalui Tim Koordinasi SPBE. 
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  2.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 6 

   (1)  Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan 

berpedoman pada:  

      a.  Peta Rencana SPBE Nasional;  

      b.  Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;  

      c.  RPJMD; dan  

      d.  rencana strategis Pemerintah Daerah.  

   (2)  Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat:  

      a.  Tata Kelola SPBE;  

      b.  Manajemen SPBE;  

      c.  Layanan SPBE;  

      d.  Infrastuktur SPBE;  

      e.  Aplikasi SPBE;  

      f.  Keamanan SPBE; dan  

      g.  Audit TIK.  

   (3)  Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Tim Koordinasi SPBE.  

   (4)  Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE.  

   (5)  Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali 

Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan 

pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dengan instansi pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah.  

   (6)  Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah 

Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota 

melalui Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dan dapat 
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melakukan konsultasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur 

negara.  

   (7)  Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan 

reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan 

atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.  

   (8)  Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:  

      a.  perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;  

      b.  perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;  

      c.  perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau  

      d.  hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.  

   (9)  Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Wali Kota melalui Tim 

Koordinasi SPBE.  

    

  3.  Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 12 

   (1)  Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan 

pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta 

penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan 

SPBE.  

   (2)  Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan 

Arsitektur SPBE.  

   (3)  Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi 

untuk mendukung pembangunan atau pengembangan 

Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE terintegrasi, yang 

dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi 

pada Sekretariat Daerah.  

   (4)  Dalam menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), Wali Kota melalui unit kerja yang 
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membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah 

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang aparatur negara dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.  

    

  4.  Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 16 

   (1)  Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a merupakan Pusat Data nasional yang digunakan 

secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling 

terhubung.  

   (2)  Perangkat Daerah harus menggunakan pusat data nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan 

efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data 

nasional dan Pemerintah Daerah.  

   (3)  Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus melakukan 

pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

komunikasi dan informatika melalui Dinas.  

   (4)  Dalam hal Pusat Data nasional belum tersedia dan/atau 

belum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah maka 

Perangkat Daerah menggunakan Pusat Data Pemerintah 

Daerah.  

   (5)  Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dikelola oleh Dinas.  

   (6)  Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

    

  5.  Pasal 28 dihapus.  
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  6.  Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (5a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 43 

   (1)  Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin 

keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE 

kepada Pengguna SPBE.  

   (2)  Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian 

proses, yang terdiri atas:  

      a.  pelayanan Pengguna SPBE;  

      b.  pengoperasian Layanan SPBE; dan  

      c.  pengelolaan Aplikasi SPBE.  

   (3)  Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap 

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan 

Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.  

   (4)  Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan 

pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.  

   (5)  Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan 

pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi 

pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.  

   (5a) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan 

penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan 

berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi 

tahap:  

      a.  kajian kebutuhan;  

      b.  perencanaan;  

      c.  rancang bangun;  
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      d.  implementasi;  

      e.  pengujian kelaikan;  

      f.  pemeliharaan; dan  

      g.  evaluasi.  

   (6)  Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat 

Daerah melakukan konsultasi dengan Dinas.  

   (7)  Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan 

SPBE.  

  

Pasal II 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

     

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Bontang. 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 

 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 
NIP.197404112000031001 

 
 

 
 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  12 Juli 2022 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
             ttd   

  
  

             BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 12 Juli 2022 
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                       ttd       

   
  

AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 15  

   
  

 

 

 


